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BUPATI GROBOGAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2\ TAHUN 2013

TENTANG

TURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN 2012
WJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI GROBOGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pclayanan kepada
fasyarakat dan kemandirian daerah telah ditetapkan objek
‘jak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
rupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah

sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

‘ a kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
perlu dilaksanakan berdasarkan  prinsip

si, pemerataan dan keadilan, peran serta
o4y

kat dan akuntabilitas ~dengan memperhatikan

jaerah;
rdasarkan keten

upaten Grobogan Nomor .
gunan perdesaan dan Perkotaan, Bupati

menghapuskan  sanksi

tuan ayat (2) Pasal 23 Peraturan
1 Tahun 2012 tentang

atau
denda, dan kenaikan pajak yang

perundang-undangan

ngurangkan

f berupa bunga,

peraturan .
ksi tersebut dikenakan

- Jam hal san

n daerah da

¢ Wajib Pajak atau bukan karena
silafan

n huruf a, b dan huruf c,
n Peraturan Bupati Nomor 28

ha :
okan perubd « Pelaksanaan Pajak Bumi dan

Htang petunju
b e eaan Perkotaa™:
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i i |
Men;gmga Pasa] 18 Ayat () Undang-
Indonesig Tahun 1945:
2, Undang— |

Undang Dasar Negara Republik

Undan
8 Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentuk
Lingk i Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
gkungan Provinsi Jawa Tengah,

Undang-U
8-Yndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. U -
ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

S Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UndangQUndang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

' Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

engelolaan Keuangan Daerah;

turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

bagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
intahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

aten/ Kota;
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Pengelolaan Kcuangan  Daerah,
h beberapa kali terakhir dengan
Nomor 21 Tahun 2011
Menteri Dalam

pedoman
ana telah diuba
 Menteri Dalam Negeri

n Kedua atas Peraturan

rubaha
g Pedoman Pengelolaan

or 13 Tahun 2006 tentan

aten Grobogan Nomor 8 Tahun

 Dagerah Kabup
e dukan dan Tugas Pokok

gusunan Kedu

o as Daerah Kabupaten Grobogan;
| D1
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13.

Perkotaan;

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Petunjuk  Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan
Jomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
| turan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun
g tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
diubah dan disisipkan pasal baru sehingga
nyi sebagai berikut :

1an Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41

yi sebagai berikut :

r Pasal 41

. permohonan Wajib Pajak dan/atau atas
at mengurangkan atau menghapus
tif PBB berupa bunga, denda, dan
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(4) Hal-
hal tertenty sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ad i :

kc:)sul.alah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami
itan keuangan atay Wajib Pajak Badan yang

mengalami kesulitan likuiditas.

2. Diant
T ara Pasal 41 dan pasal 42 disisipkan pasal 41a yang
3R berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41a
(1) Atas nama jabatan Bupati dapat mengurangkan

dan/atau menghapus sanksi administratif PBB berupa
denda secara massal atas keterlambatan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan yang disebabkan
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak

. (2) Pengurangan dan/atau penghapusan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dapat dilakukan bilamana :

a. terjadi bencana

pemberian stimulus kepada wajib pajak

usaha pengentasan kemiskinan;

usaha peningkatan perekonomian masyarakat;

alasan lain yang dapat

seperti  keterlambatan

terdapat

9 dipertanggungjawabkan
" penyampaian SPPT dari fiskus ke Wajib Pajak;

s o o

L"~,< «al 51 dan pasal 52 disisipkan Pasal Sla yang
ebagai berikut :

Pasal 5la
 obyektif Bupati dapat menghapus
kan sanksi administratif PBB
tidak melalui mekanisme
yasal 42, pasal 43, pasal 44,
' 48, pasal 49, pasal
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Pasal 11

Peraturan Bupati inj

mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Grobogan
padaltanggal h-17 - 2013

0809»!, X.

BAMBANG PUDJIONO <>
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